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HUPATI CILACAP
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noMoi] B4 Tanun 2019

TENTANCG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

BEA PEROLEMAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SECARA ELEKTRONIK D1 KABUPATEN CILACAP

2,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2] Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah beberaps kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tehun
2014 tentang Pemerintahan Daersh, menyebutkan bahwa
pengelolaan keuvangan daerah dilakukan secara tertib, taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, elisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertapggung jawab
dengan  memperhatikan  rasa  keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyvarakal,

bahwa dalam rangka meningkatkan elisiensi, efekuftas,
optimalisasi dan akuntabilitas penerimsan  pajak  Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yvang disesuaikan
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,
perlu menerapkan sisterm pembayaran dan pelaporan Bea
Peralehan Hak Atas Tanah den Bangunan secara elekironik;
bahwa herdasarkan pertimbanpan sebapaimana dimaksud
dalam huruf & dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secarn
Elektronik di Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  twentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor <42);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lentang Informas
dan Transaksi Elekironik  (Lembaran Negars Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Megnrn Kepublile Indonesin Nomor 48430,

. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 wntang  Pajak

Daerah dan Retribusi Daeraly ([Lembaran Negarn Republik
Indonesin Tohun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Nepgarm Republik Indonesion Nomor S0449);



Menetapkan

4. Undang Undang Nomor 23 Talhun 20014 lenlang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negari Republik Indonesia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Megard
Republik  Indonesia  Nomor 5587] schagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Permerititahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5674,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tamhbahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomaor S887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketenituan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
944, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran
Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18,
Tarmbahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57)
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah i
Kabupaten Cilacap (Lembiran Dacrah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 MNomor 1B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 167);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2016
teniang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomer 134);

10, Peratursn Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok  Pengrlolsan  Keuangan Dacrah
{Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomar B
Tamhahan Lembarsn Doerah Kabupaten Cilacap Nomor
159];

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN SECARA ELEKTRONIE DI KABUPATEN CILACAFP

BAaR 1
KETENTUAN LUMUM

Pasal 1

Dalam Persturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adoloh Kabopaion Cilacap,
2. Bupati adalah Bupati Cllacap.
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Badan M III.1||]'|.|||;|4 |"1'||H:'||_||..|_.||| harisinpin el Ascl Thaerah | el nye
disingkat Badan adalah Badan Pendopatan Pengelolagn heuangan dan Asel
Dacrah Kabupaten Cillacap,

Kas Daerah adalah Bank yang ditumuk aleh Pemenntah Daerah untuk
memegang Kas Dacrah,

Wajibh Pajak adalah orang pribadi atas badan yeng menorut keteniuan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan dacrah,  diwajibkan untuk
melakukan pembayaran  pajak  terutang  termasuk  Permungutan
Pemotongan Pajak tertentu,

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnye disingkat
BPFHTB adalal pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan

Nilai Jual Obyek Pajak vang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
vang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual DBeli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain vang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengeant
Pejabat Pembuat Akte Tanah yang sclanjulnya disingkat PPAT, adalah Pejabat
umum yang diberikan kewenangan untuk membual akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Bangunan.

Surat Setoran Pajak Daerah Online yang selanjutnya disingkat dengan e-S5P0,
adalah bukti pembayaran atau penyectoran pajak yang dilaskukan dengan
menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui tempatl pembayaran
vang ditunjuk oleh Bupati,

Surat Pemberitahuan BPHTB Elektronik yang selanjutnyva disingkat e BPHTH,
adalah Surat Pemberitahuan BPHTB yang dibuat sccara elekironik yang
berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak
Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah gerangkalan  kegiatan
pengawasan dan pemantausn atas kepatuhan Wajib Pajak dalam permnenuhan
kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah,

Cash Management System yang selanjutnya dizingkat CMS adalah jasa lavanan
perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang
mencakup  kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas
manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efekul dan
efisien,

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapal dikenakan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembavar pajak,
pemotong pajak, dan pemunpgut pajak, vang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan - sesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

alau

BAB I
RUANG LINGKUP

Paszal 2

Rusng Lingkup Peraturan Bupati ini mu]ilpur.i :

@ Sarana Perangkat dan Sistem Informasi; _ _

b, Ketentuan Pernbayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak Sccarn Elcktromk;
e Pembayaran BPHTB,

d. Pengewisan



AR 1
SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI

Posal 3

{1} Kepala Badai berwenang menghubungkan sarano peranghkol di setinp PPAT
vang dipilih Wajib Pajok dengan sistem informass pendapatan doacrah secarn
online ke dalam sarana dan sistem informasi transaksi Wajib Pajak unluk
pelaporan data transaksi Wajib Pajak,

{2} Sarana dan sistem informasl data transaksi Wajib Pajak schagaimana dimabkesud
pada avar (1), adalah sarana dan sistem inlormosi besaran data transaks
BPHTB Wajib Pajak vang digunakan PPAT wuntuk mencatot/merekam/
menginput setiap transaksi dari masyaroknt/Subjek Pajak yang merupakan
dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(3] PPAT wajib untuk menvampaikan dats peralibon karena transaks jual beli,
waris, dan hibah wasiat.

Apabila perangkal dan sistem informasi transaksi BPHTB vang dimiliki PPAT
tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi vang dimiliki
Badan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau aleh sebab
lain sepert teknolog informasi vang dimiliki PPAT tdak dapat dijanglkai atau
diakses oleh peranpkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, maka PPAT
wajib menyiapkan perangkat informasi schinpga dapat menghubungkan dengan
sistem informasi vang ada pada Badan

(4

Pasal 4

Terhadap PPAT vang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembavaran
online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di dacrah, maka
pelaksanaan oniine sistem dapat dilakukan oleh Badan.

Pasal 5

{1} PPAT dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghenbian penggunanr
online sistem kepada Kepala Badan, apabila !
a. berhenti/dihentikan usahanya;
b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; dan
c. pengalihan pengelolasn usaha dengan pihak lain.

{2) Permohonan penghentian penggunaan online sistem untuk wajib pajak pailit
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, digjukan paling lambat 2 [dua)
bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap diterima oleh Wajib Pajak.

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

{1} Bessrnya pembayaran pajak terutang dari BPHTE adalah sesuai dengan Nilag
Perolehan Objek Pajak (NPOPF) sctelah dikurangi Nilal Perolehan Objek Pajak
Tiduk Kena Pajuk (NPOPTKP).

{2} Apabila jumlah pajak terutang dari BPHTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lelsihh rendah dari NJOP, maka penghitungan besaran BPHTB  terutang
didasarkan atas NJOP yvang berlaku.



[ Pembavaran BPHTH wenang dilakukan denginn menprunakan formulic @ 5500

[4) ®-55PD sebagaimane  dimakosod paack ayar (A disi dengan benar, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajity Pajoak

{5} Penyampatan e-S5PD dilakukan oleh bunk melului sistem CMS,

164 Apabila BPHTB terutang dibayarkan sendiv olel Wajits Pajak, moka Wajib Pajak
wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi kepada Badan

Pazal 7

(1} Pelaporan besarnya jumlah transaksi atau Nilal Perolehan Objek Pajule (NPOP)
scbhagai dasar pengennon BPHTB oleh PPAT dalam masa  pajak dengan
mengeunakan e-BPHTB disampaikan paling lambal seliap tanggal 15 bulan
berikutnya.

(2] Apabila penyampaian e-BPHTH schapaimans dimaksud pada ayat (1) jatuh pads

hari libur, maka penyampaian e-BPHTB dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah
Lty

{3} e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi denpan benar, jeias, dan
lengkap serta ditandatangani oleh PPAT.

Pasal 8
{1

—_—

Apabila dalam pelaksanaan pelaporan pajak sccara clektronik aplikas: tidak
jalan atau rusak, maka PPAT berkewajiban melaporkan kerusakan aplikam
kepada Kepala Badan.

Laporan kerusakan aplikasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kepala Badan paling lambat 2 % 24 jam setelah adanya kerusakon

perangkat dan sistemn pengawasan yang sudah terinisial.

(3] Dalam mendukung kebenaran pengisian pelaporan pajak, Wajib Pajek dan PPAT

berhak ;

a, mengetahul NJOP di kawasan Kabupaten Cllacap; dan

b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan deerah yang scharusnya
dibayar dari scliap transaksi pembayaran yang terkait dengan  dasar
pengenaan pajak daesrah.

(2

BABV
PEMBAYARAN BPFHTE

Pasal 9
(1) Wajib Pajak atau PPAT meclakukan penyeloran jumlah pembayaran BPHTB ke
rekening Bank sebelum diterbitkan akta pemindahan hak,
{7} Penyetoran jumlah pembayaran BPHTH schagaimana dimaksud pada ayar (1)
paling lambat dilalcukan scbelum jam tutup operasional,

BAB V1
PENCGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanasn atas pﬁln;mnln data  transnksi ptml:m:n;anm BPHTB dalam rangka
pengawasan pembavaran pajok, tdek mengurang hak dan kewajiban Wapib Pajak
soria ketentuan lein sebagnimans diatar dalam Ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada anpgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
int dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 7 SEP 04

BUPATI CAP,

TATTO 8 O PAMUII

Diundangkan di Cilacap /
pada tangeal 19 7 SEP 2019

BERITA DAERAH KABUFPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR ,r1 34



